PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA
PASCA KEMERDEKAAN

Amiruddin Mustam

Sekolah T'mg:gi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: amirudistainpare@yahoo.co.id ¢

Abstract:

Political Islamic education during the old order is directed towards the renewal and
developmen

t of the institution in accardance with the demands of the times, but this
attempt failed. In addition b Ind ja is still i ition, a
ecause Indonesia is still in a state of transition, as well as

the ideological force that affects the political situation and government policies,

including the political influence of Islamic education. Future Governments long pull of
the three forces are in the nationalist, secular-communist, and the power of Islam. New
Order government's determination to implement Pancasila and UUD1945 pure and
consistent and clear debris mental Communists in Indonesia, making religion a crutch
force in building a national culture and preserve the values of Pancasila and the 1945
Constitution is why so devotion to God Almighty One is a national educational goals in
order to develop the nation and the national culture. Political Suture of Islamic

education must remain grounded in the Quran and Sunnah, not in Western modernism,
nor the orthodoxy of the past. Political Islamic education geared to empower people,
build bargaining power of the people, and the building of Islamic civilization.
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L PENDAHULUAN

Kemerdekaan, terjadi ketika kerajaan-
. kerajaan di Indonesia berjaya di tanah air,
~ awal munculnya kerajaan di tanah air
* diinspirasi dari pertumbuhan agama Hindu
© dan Budha, semangat spiritualisme
" masyarakai mendorong kegairahan untuk
. mendirikan pusat-pusat pendidikan atau
. padepokan yang mengajarkan sendi-sendi
. kehidupan dan membangun  secbuah
" komunitas masyarakat yang adil, berbudaya
* dan beradab. Dari padepokan-padepokan
" melahirkan kesatria-kesatria calon pemim-
. pin bangsa (raja). Pemimpin-pemimpin
yang lahir dari kalangan kesatria tampil dari
© godokan kawah candradimuka dengan
. pendidikan berperilaku adil, cerdas, arif dan
" bijaksana, sehingga mampu melahirkan
. sebuah bangsa yang besar.

1 Begitu juga masa kejayaan kerajaan-
. kerajaan Islam di Nusantara, yang diwarnai

oleh pertumbuhan Islam di Indonesia.
Pondok-pondok pesantren menjadi pusat
kawah candradimuka, tempat untuk men-
didik dan membina manusia yang taat
beragama, berbudaya, dan beradab.
‘Pendidikan  merupakan investasi
manusi yang amat besar dalam memajukan
suatu bangsa, termasuk didalamnya mema-
jukan peradaban manusia. Tujuan pendidi-
kan itu merupakan tujuan dari negara itu
sendiri. Pendidikan yang rendah dan tidak
berkualitas akan terus mengundang para
penjajah, baik penjajahan secara fisik
maupun non fisik, seperti penjajahan
intelektual, pemikiran, ekonomi, sosial,
politik dan agama. Hal ini senada dengan
ungkapan “kebodohan bukanlah karena
penjajahan  tetapi kebodohanlah  yang
mengundang penjajah.”’
Mengamati perjalanan sejarah pen-
didikan Islam pada masa penjajahan
Belanda dan Jepang sungguh menarik dan
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liki proses yang amat panjang.
ng:nda yagg menduduki Indonesia selama
3 1/2 abad dan Jepang selama 3 1/2 tahun
meninggalkan kesengsaraan, mental dan
kondisi psikologis yang lemah. Dengan
misi gold, glory dan gospelnya metesz
mempengaruhi pemikiran dan 1edcolog{
dengan doktrin-doktrin Barat. Akal_l tetapi
kita sepatutnya bangga dengan perjuangan
para tokoh Muslim pada masa itu yang
berupaya sekuat tenaga untuk mengajarkan
Islam dengan cara mendirikan lembaga-
lembaga pendidikan Islam seperti Madra-
sah, Pesantren, Majlis Taklim dan sebagai-
nya. Dari lembaga inilah kemudian lahir
tokoh-tokoh Muslim yang berperan besar
dalam mewujudkan kemerdekaan dan
membela risalah Islam. Materi yang
dipelajari menggunakan referensi dari
kitab-kitab kuning, selain itu ilmu jiwa,
ilmu hitung pun dipelajari. Pada saat itu
disamping menuntut ilmu, juga harus
berjuang melawan penjajah.

Pendidikan Islam hingga kini masih
berada dalam posisi problematik antara
determenisme historis dan realisme praktis.
Di satu sisi pendidikan Islam belum
sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi
kejayaan pemikiran dan peradaban Islam
pada masa lampau yang hegemonic,
sementara dilain sisi, ia juga dipaksa untuk
menerima tuntutan masa kini, khususnya
yang datang dari Barat, dengan orientasi
yang praktis-progresif. o

Kenyataan historis tersebut acapkali
menimbulkan dualisme dan polarisasi
sistem pendidikan di tengah-tengah masya-
rakat muslim sehingga agenda tranformasi
sosial yang digulirkan seakan berfungsi
hanya sekedar tambal sulam, karena itu tak
mengherankan apabila satu sisi kita masih
saja mendapati tampilan sistem pendidikan
Islam yang sangat tradisional karena tetap
memakai “baju lama” (the old fashion),
sementara di sisi lain kita juga mendapati
sistem pendidikan Islam yang bercorak
materialistik-sekularistik.*

?ejalan' ~dengan pendapat di atas
Amol” menyatakan bahwa pendidikan

' _1516h} - perlu melakukan reposisi dan

lisasi - ulang dengan membaca

kepentingan Islam dg:m masyarakat Islap,
kedepan. Muhaimin berpendapat, pep.
didikan Islam yang didasarkan pada alir;
aliran atau paham keislaman, selain hany,
akan menghasilkan umat Islam yang
berkotak-kotak, juga tidak menguntungkan
perkembngan Islam dala:_‘p persaingan
global. Selanjutnya Feisal mer}yatakan
pendidikan Islam yang me.ngadopm systen:
pendidikan barat, disamping melemahlfan
pencapaian tujuan pendidikan Islam yaitu,
membentuk manusia taqwa, melaksanakar
segala perintah dan menjauhi  segals
larangan Allah, juga tidak akan mungh.ii
mencapai tujuan pendidikan Barat yang
bersifat sekuler.

Berdasar uraian pada latar belakang
masalah diatas, maka masalah pokok yang
dijadikan objek pembahasan dalam kajian
ini adalah bagaimana perkembanaga
pendidikan Islam setelah kemerdekaan?.
Selanjutnya sistimatika dan arah pembaha-
san dirinci dan dibatasi dalam sub masalah
sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan pendidikan
Islam di Indonesia pada masa orde lama

2. Bagaimana perkembangan pendidikar
Islam di Indonesia pada masa orde baru

3. Bagaimana pendidikan Islam ke depan
dalam orde reformasi

II. PEMBAHASAN

1. Perkembangan Pendidikan Islam
Pada Masa Orde Lama

Kemerdekaan Indonesia yang diprok-
lamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945
secara revolusi oleh bangsa Indonesia terus
menimbulkan ketegangan antara Indonesia
sebagai Negara yang baru merdeka dengan
belanda dan sekutunya yang masih
berupaya menguasai Indonesia sebagal
Negara jajahan, maka pada bulan ektober
1945 para ulama dijawa memprok-
lamasikan perang jihad fisabilillah terhadap
Belanda dan sekutunya, sebagai fatwd
kepastian hokum bagi perjuanagn umat
Islam. Adapun isi fatwa sebagai berikut: (1)
Kemerdekaan Indonesia wajib diper
tahankan (2) Pemerintah RI adalah sat¥’
satunya pemerintah sah yang wajib dibel’
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dan diselamatkan (3) Musuh-musuh RI

(belanda-sekutu), pasti  kan menjajah

kembali bangsa Indonesia. Karena itu, kita

wajib mengangkat senjata terhadap mereka.

(4)Kewajiban-kewajiban  tersebut

adalah jihad fisabilillak.®

Fatwa ulama scbagaimana di atas
n}eggmldung makna pengembangan pen-

didikan agama Islam sebagai berikut: (1)

Para ulama dan santri-santri  dapat

mempraktekan ajaran jihad fisabilillah yang

sudah  dikaji  bertahun-tahun  dalam

pengajian Kitab suci Fikih di pondok atau di

madrasah. (2) Pertanggung jawaban mem-

pertahankan kemerdekaan tanah air itu
menjadi  sempurna  terhadap  sesama
manusia dan terhadap Tuhan Yang

Mahaesa, di tengah-tengah berkobarnya

revolusi fisik.”

Pembinaan pendidikan agama secara
formal institusional dipercayakan kepada

Departemen Agama dan Departeman

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud),

oleh karena itu dikeluar-kanlah peraturan-

eraturan bersama antara kedua departemen
tersebut untuk mengelola pendidikan agama

di sekolah-sekolah umum (nmegeri dan

swasta). Adapun pendidikan-pendidikan

agama di sekolah agama ditangani oleh

Departemen Agama. Pendidikan agama

Islam untuk sekolah umum mulai diatur

secara resmi oleh pemerintah pada bulan

Desember 1946. Pendidikan agama sebagai

pengganti pendidikan budi pekerti yang

sudah ada sejak zaman Jepang, berjalan
sendiri-sendiri di masing-masing daerah.

Pada tahun 1950 ketika kedaulatan

Indonesia telah pulih untuk seluruh wilayah

Indonesia, maka rencana pendidikan makin

disempurnakan dengan dibentuknya panitia

bersama yang dipimpin oleh professor

Mahmud Yunus dari Departemen Agama

dan Mr. Hadi dari departemen Pendidikan

dan  Kebu-dayaan yang  kemudian
menghasilkan SKB yang dikeluarkan pada
bulan Januari 1951 isinya ialah:

a. Pendidikan agama diberikan mulai
kelas IV Sekolah Rakyat. Daerah-
daerah yang masyarakat agamanya kuat
misalnya di Sumatera, pendidikan
Agama diberikan mulai kelas 1 SR

diatas

dengan calatan bahwa mutu
pengetahuan umumnya tidak boleh
berkurang dibandingkan dengan sckolah
yang lain yang pendidikan agamanya
diberikan muali kelas V.

b. Di sckolah Lanjutan Tingkat Pertama
dan Tingkat Atas (umum dan kejuruan)
diberikan pendidikan agama sebanyak 2
jam seminggu.

c. Pendidikan agama diberikan kepada
murid-murid sebanyak 10 orang dalam
1 kelas dan mendapat izin dari orang tua
dan walinya. o

d. Pengangkatan guru agama, biaya pen-
didikan agama dan materi pendidikan
agama ditanggung oleh Departemen
Agama. Pada periode orde lama ini,
berbagai peristiwa dialami oleh bangsa
Indonesia dalam dunia pendidikan
yaitu:

1. Dari tahun 1945-1950 landasai idiil
pendidikan ialah UUD 1945 dan

falsafah Pancasila
2. Pada permulaan tahun 1949 dengan
terbentuknya . negara  Republik

Indonesia Serikat (RIS), di negara
bagian Timur dianut suatu sistem

pendidikan yang diwarisi dari
zaman pemerintahan Belanda

3. Pada tanggal 17 agustus 1950
dengan terbentuknya kembali negara
kesatuan RI  landasan - idiil
pendidikan UUD SR

4, Pada tahun 1959 Presiden men-
dekritkan RI kembali ke UUD 1945
dan menetapkan manifesto politik
RI menjadi haluan negara.

5. Pada tahun 1945, sesudah G 30
S/PKI kita kembali lagi melaksana-
kan pancasila dan UUD 45 secara
murni dan konsekuen. '’

Politik pendididikan Islam pada masa
orde lama lebih diarahkan pada upaya
pembaharuan dan pengembangan lembaga
pendidikan yang sesuai dengan tuntutan
zaman, namun upaya ini gagal. Selain
karena Indonesia yang masih dalam
keadaan panca-roba, juga karena kekuatan
ideologis yang mempengaruhi situasi
politik dan kebijakan pemerintah, termasuk
mempengaruhi politik pendidikan Islam.
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Lama berada dala:m

ity nasionalis,

aiken U ‘kekllzt:? f;:;ctllllatan Islam,
sekuler-komlmls’ -l‘ . Presiden Soekarno
sejorch s l?d ologi asionalis yang
menganut paham ideologis 1 on el
b.:'xs'\s pada ke-Indonestann an ¢ : ;
?)ilmn posisi seperti ini Presiden tcrkadglflg
dekat dengan kelompok ~ Islam - an
terkadang dekat dengan kelompok sekuler-
komunis, menjelang tahun 60 han Soekarno
lebih banyak terjebak ke dalam perangkap
kaum  sekuler komunis sehingga per-
hatiannva terhadap pendidikan Islam sangat
kurang. umat Islam terpinggirkan, bahkan
tokoh-tokoh Muslim dipenjarakan, dalam
keadaan demikian politik pendidikan Islam
lebih diarahkan ?ada upaya membendung

paham komunis."

pemerintah Orde

2. Perkembangan Pendidikan Islam

Pada Masa Orde Baru

Orde Baru adalah masa pemerinthan
Indonesia kedua pasca kemerdekaan setelah
masa pemerintahan Orde Lama yang
berakhir pada tahun 1965 yang kemudian
dilanjutkan oleh pemerintahan Orde Baru
yang dimulai pada tahun 1966 yang
diperkuat oleh kekuatan ABRI dan gerakan
pemuda angkatan 1966. Pemerintah Orde
Baru bertekad sepenuhnya untuk kembali
pada UUD 1945, dan melaksanakannya

- secara murni dan konsekwen. Pola
pembangunan Orde Baru adalah pem-
bangunan manusia seutuhnya dan masya-
rakat Indonesia seluruhnya, dan dikem-
bangkan secara bertahap melalui revelita.

_ Tekad pemerintah Orde Baru untuk
-melaksanakan Pancasila dan UUD1945
Jmu'm g dan konekwen dan
ihkan sx?a-sisa mental Komunis di
a, menjadikan agama sebagai
an penopang dalam membangun
3 _bangsa dan melestarikan nilai-nilaj
Pancasila dan UUD 1945, Itulah sbabnya
SCM‘;LﬂaBSﬂ ketakwaan kepada Tuhan Yang
e e merupakan tojuan, pendididkan

ingsa dan budaya bangsa. Untuk i
tujuan  tersebuyt ndidi el
diberiken > pendidikan . ‘agama
jalur sekolah, baik naar o ‘ingkat, dan

hegeri maupun swasta,'?

AL ;
18 |ﬁ)ﬁi_,;%,m.. _

Surat Keputusan Bersama (SKp
Menteri (Menag, Mendikbud, day 3
dagri) No 03 Tahun 1975 adalgy "
masuknya pendidikan agama Sebag;]ii:\ o
system dari system pendidikan hasjq..
dengan tujuan'3 meningkatkan mug,
didikan di lembaga-lembaga peng; dikn-
Islam, khsusnya untuk bidang non agaman
Di dalam usaha peningkatan kompnnpa;
pendidikan non agama perlu dicermati ag:'
tidak jatuh dari ekstrem yang sat k;
ekstrem yang lainnya. Diperlukan Penge.
lolaan yang baik agar terdapat keseip,
bangan antara ciri khas pendidikan gy
dengan niat untuk meningkatkan myy
pendidikan yang sesuai perkembangs,
zaman.

Posisi SKB tiga Menteri disamping
bernilai positif bagi pengembangan kelem-
bagaan dan mobilitas sosial siswa madraszh
dan Pesantren, karena status Madrasah dan
pesantren disamakan dengan sekolah-
sekolah umum yang sederajat, juga dapat
bernilai negatif bagi pengembangan ilmu
agama siswa Madrasah dan Pesantren yang
menjadi Kkarakter awal dari pendiriat
lembaga pendidikan ini.'

Perkembangan lebih lanjut pendidikan
Islam pada masa Orde Baru dapat diliha!
pada UU Sisdiknas nomor 2 Tahun 1989.
dalam undang-undang ini pasal 39 ayat?
dinyatakan bahwa isi kurikulum Seﬁ@'
jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajid
memuat (a) pendidikan Pancasila (b) P
didikan agama, dan (c) pendidika?
kewarganegaraan, yang berarti bahw?
dalam undng-undang ini, menjadike?
bidang studi agama sebagai bidang '
wajib bagi setiap jenis dan jenjang sekolﬂf‘"l
Selanjutnya angin segar bagi perturnb®”
dan perkembangan pendidikan Agam?
Islam di Indonesia kembali dihembusk®®
pada UU Sisdiknas No 20 tahun 200
dalam UU ini disamping mengatur syst%“[;
pengembangan pendidikan Islam past
Juga mengatur system pendanaan Madrig
yang disamakan dengan sekolah umu™

Selain beberapa potensi pﬁﬂd“km::
untuk pergerakan dan pengembngd? e
didikan Islam dimasa Pemerintahan *
Baru, juga terdapat beberapa karak-1er®

Or

___’/J
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Pemerintah Orde Baru yang kurang kon-
dusif bagi pengembangnan pendidikan
Islam. Dalam huungan ini paling kurang

ada lima Karakteristik Pemerintah Orde
Baru. Pertama, Pemerintah Orde  Baru
adalah  Pemerintahan  vang  kuat  dan

dominan. Kedua. Pemerintah Orde Baru
adalah Pemerintah yang dipimpin  serta
didukung oleh  kekuatan  militer yang
hckc:;iasanm dengan teknorat dan birokrat
sipil.’® Ketiga. Pemerintah  Orde  Baru
melengkapi  dirinva  dengan  aparat
keamanan yang represif serta aparat politik-
idiologi untuk melestarikan dan merepro-
duksi kekuasaannya: Keempat Pemerintah
Orde Baru scjak awal kebangkitannya
mendapatkan dukungan dari kapitalisme
internasional: Kelima, jika pada suatu saat
Pemerintah  Orde Baru  mengalami
instabilitas. maka hal itu terjadi bukan
karena menguatkan posisi politik masya-
rakat. melainkan lebih disebabkan oleh
factor dari dalam tubuh Negara sendiri dan
factor dunia internasional.

Karakteristik Pemerintah Orde Baru
vang demikian itulah yang pada akhimya
menjadikan masyarakat sangat tumpul dan
lemzh baik dalam bidang politik,ekonimi,
sosial, bahkan budaya apalagi dalam
bidang-bidang keagamaan. Masyarakat
tidak memiliki nilai bargaining yang cukup
luzs dihadapan pemerintah. Pemerintah
seakan dikebiri dalam berbagai aktivitas-
nvz. Pemikiran-pemikiran  masyarakat
kurang berkembang khususnya yang agak
sedikit berbeda dengan idiologi atau paham

Oleh karena itu masyarakat yang
hidup pada masa Orde Baru memiliki
karakteristik seperti berikut. Pertama msya-
rakat Orde Baru mempunyai kedudukan
vang lemah jika berhadapan dengan
kekuasaan Pemerintal; Kedua masyarakat
Orde Baru adalah masyarakat yang
disartikulatif dan  inovulitif'’  Ketiga,
masyarakai Orde Baru adalah masyarakat
yang mengalami Fragmentasi baik yan
bersifst cultural maupun  struktural’
Sebagai akibat dari Pemerintah Orde baru
yang mempunyai karakteristik sebagaimana
tersebut diatas (kuat, dominant, repressip,

dan militeris) dan masyarakat yang berciri
schaliknya  (lemah,  tidak  berperan,
pragmentatif ketakutan, disartikulatif dan
Involutif).maka hubungan yang terjadi
antara Pemerintah dan masyarakat adalah
bukan hubungan yang harmonis dalam arti
yang sebenarnya. Situasi dan kondisi yang
tampak stabil scbenarnya menyimpan bara
instabilitas yang tinggi, hubungan yang
terjndi bersifat konspiratif, kooptatif, dan
dominatif."

3. Pendidikan Islam Pada Masa Refor-
masi ”

Pemeritanhan  Reformasi  adalah
pemerintahan yang ditandai oleh semakin
berkembangnya wacana demokrasi, namun
demikian dari sisi pendidikan masih relative
sama dengan era Orde Baru misalnya
tentang sentralisasi pendidikan, diantaranya
dalam hal kurikulum, ujian, akreditasi,
anggaran dan berbagai aturan lainnya.

Era Pemerintahan Reformasi dimulai
pada bulan juni 1997, era yang mem-
pengaruhi segala sendi kehidupan ber-
bangsa dan bernegara, termasuk dalam
dunia pendidikan. Era reformasi mem-
berikan ruang cukup besar bagi perumusan
kebijakan pendidikan yang reformatif dan
revolusioner.’ Hal ini ditandai dengan
lahimya Undang-Undang No 22 Tahun
1999 tentang pemerintahan daerah, yang
kemudian diperkuat dengan Undang-
Undang No 25 Tahun 1999 mengenai
perimbangan keuangan pusat dan daerah.
Pasal 11 Undang-Undang No 22 Tahun
1999, menjelaskan bahwa pendidikan salah
satu bidang pemerintahan yang didesen-
tralisasikan yang berarti penanganan pen-
dididkan adalah tanggung jawab pemerintah
daerah kabupater/ Kota.

Program  pembangunan  nasional
tahun 1999-2004, mengakui bahwa manaj-
men pendidikan nasional selama ini secara
holistik diakui sangat sentralistik, schingga
menutup  perkembangan  demokratisasi
dalam pendidikan. Sentralisasi dalam sistim
pendidikan menghasilkan kebijakan sera-
gam yang tidak mampu mewadahi
heterogenitas kepentingan setiap daerah,
yang kemudian mematikan partisipasi

imddin Musiam, Pmﬁd;’lau Islam di indw@ia Pasea...
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es pendidikan, serta

mborosan  dan

t da]am pI'OS
masyarake 21

- .

ong terjdinya P e
miﬁfm alokasi anggaran pendldlk;no 2
. Keberadaan Undang-l_Jr:.:lz:;lf No 2
tang pemerin ’
o B e Nf; 2% tahun 1999 tentang

-Undang
[{e[;;'iz?:ll)ingan keuangan pusat dan daer;;h];
ll:emudian Propenas 1999-2004, dan ar

GBHN 1999-2004, amandemen UUD lti45

] 31 ayat (4) yang mengamnatkan
i idik . -kurangnya
anggaran pendidikan sekurang F
20 persen dari anggaran pendapatan dan
belanja negara, ~anggaran .pendapatan
belanja daerah dalam meme':nuhl kebu_tuhan
penyeleng-garaan pendidikan nas_lonal,
sesungguhnya adalah bentuk formulasi arah
kebijakan pemerintah reformasi tefnfang
pemerintahan daerah dan sistem pend).dlkaq
nasional, juga sebagai upaya mengatasi
kelemahan UU No 5 tahun 1974 tentang
pokok-pokok pemerintahan daerah pada era
Orde Baru, namun kemudian bukan tanpa
masalah.

Undang-Undang No 22 tahun 1999,
vang  bertujuan  untuk  membentuk
pemerintahan daerah yang otonom, justru
melahirkan penguasa atau raja-raja kecil di
daerah  kabupaten/kota hingga dinas
pendidikan, sekolah-sekolah dan elemen-
elemen lainnya®? Dengan raja-raja kecil
tersebut, pendidikan bukan lagi sebagai
pngembangan pembangnan  pendidikan
yang sejalan dengan potensi lokalitas
‘tertentu, tetapi pendidikan lebih dikem-
bangkan untuk  mencapai  keuntungan-
keuntungan ideologis.
ik Pmd‘dlkan Islam yang  menjadi
an yang terintegrasi dalam sistem
: nasional, pasang surut dan
[ ya

sangat  dipengarubi  oleh
an penguasa dalam era pemerintahan
sia Dari  sisi kelembagaan

Lkan Tinggi, dapat dilihat dari awal
Negara hingga kini di erg
pemerintahan reformasi sebagai berikut:

1.Pra Kemerdekaan

Pendirian lemba idi

1baga pendidikan tinge;
Islam. sudah  dirintis sejak z;;lng;;:
gen}enntahqxl_ Hindia Belanda, dimana
atiman Wirjosandjoyo pernah 'engemu-

kakan pentingnya keberadaan |
pendidikan tinggi Islam untuk mengglbaga
harga diri kaum 21'\/Iuslim di Hindj, n.,.,?gkﬂt
yang terjajah itu. “lang,

2. Masa Revolusi Kemerdekaan

Gagasan tersebut akhirnya teting
pada tanggal 8 Juli 1946, ketika Seko{ud
Tinggi Islam (STI) berdiri di Jak, ﬁa?

~bawah pimpinan. Abdul Kahar M“Zakkj;

sebagai realisasi kerja yayasan Bady,
Pengurus Sekolah Tinggi ~Islam y,,'
dipimpin oleh Hatta sebagai ketua dap Mb
Natsir sebagai sekretaris. Ketika M,
revolusi, STI ikut Pemerintah py,
Republik Indonesia hijrah ke Yogyakay,
dan pada tanggal 10 April 1946 Gagasy
dapat dibuka kembali di kota itu.**

Dalam sidang Panitia Perbaikan 8Ty
yang dibentuk pada bulan November 1947
memutuskan pendirian Universitas Islan
Indonesia (UII)-pada 10 Maret 1948 dengan
empat fakultas: Agama, Hukum, Ekonomi
dan Pendidikan. Tanggal 20 Februari 195],
Perguruan Tinggi Islam Indonesia (PTI)
yang berdiri di Surakarta pada 22 Januai
1950 bergabung dengan UIl yang
berkedudukan di Yogyakarta.”

3. Pasca Revolusi Kemerqlekaan

Setelah p_engakﬁan . _kedaulataz
Indonesia secara internasional, Pemerintah
mendirikan Perguruan Tinggi Agama Isla
Negeri (PTAIN), yang diambil
Fakultas Agama UII (Yogyakarta berdass”
kan Peraturan Pemerintah Nomor 34 TahW!
1950. Penetapan PTAIN sebagai pergu
tinggi negeri diresmikan pada tanggal %
September 1951 dengan jurusan Da've)
(kelak Ushuluddin), Sementara di Jak™
berdiri Akademi Dinas Ilmu Ag¥”
(ADIA) pada 14 Agustus 1957 berdasflfki

Peneta :
195‘;.2?8“1 Menteri Ag?ma Nomor 11

4. Institut Agama Islam Negeri

IAIN "Al-Jami'ah al-Islamiah “;
H“k“_ﬂ}lyah" dengan pusat di Yogyﬂkaﬂ;
IAIN l.ni diresmikan tanggal 24 Agllst]'é‘
1960 di Yogyakarta oleh Menteri Aga_mzés
™ Wahib Wahab, Sejal tanggal 1 0l 1
nama "TAIN Al-Jamiah" di Yogy®¥

e é\"-.roﬁgrm N
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diganti menjadi "IAIN Sunan Kalijaga",
nama salah seorang tokoh terkenal penye-
bar agama Islam di Indonesia, Dalam
perkembangannya selanjutnya,  berdirilah
cabang-cabang IAIN yang terpisah dari
pusat, Hal ini didukung alch Peraturan
Presiden Nomor 27 Tahun 1963,
akhir abad ke-20. telah ada 14 TAIN,
dimana penditian TAIN  terakhir di
Sumatera Utara pada tahun 1973 oleh
Menteri Agama waktu itu, H. A. Mukti
AgH

Hingga

5. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri

Seperti telah diketahui, dalam per-
kembangannya telah berdiri cabang-cabang
Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden
Nomor 11 Tahun 1960 tentang pem-
bentukan Institut Agama Islam Negeri
(TAIN). maka PTAIN Yogyakarta dan
ADIA Jakarta menjadi IAIN untuk
memberikan pelayanan pendidikan tinggi
vang lebih luas terhadap masyarakat, untuk
mengatasi masalah manajerial [AIN,
dilakukan rasionalisasi organisasi. Pada
tahun 1997 sebanyak 40 fakultas cabang
IAIN dilepas menjadi 36 Sekolah Tinggi
Agama Islam Negeri (STAIN) yang berdiri
sendiri, di lvar 14 IAIN yang ada,
berdasaran Keputusan Presiden Nomor 11
Tahun 1997.%8

6. Universitas Islam Negeri

Dengan berkembangnya fakultas dan
jurusan pada IAIN di luar studi keislaman,
status "institut" pun harus berubah menjadi
"universitas", sehingga menjadi "Univer-
sitas Islam Negeri" IAIN Syarif Hidayatu-
llah Jakarta merupakan IAIN pertama yang
berubah men;adi UIN, yakni UIN Syarif
Hidayatullah.”’

Program peningkatan mutu pen-
didikan yang ditargetkan oleh pemerintah
Orde Baru akan mulai berlangsung pada
Pelita VII terpaksa gagal, krisis ekonomi
yang berlangsung sejak Juli 1997 telah
mengubah  konstelasi politik maupun
ekonomi nasional. Secara politik, Orde
Baru berakhir dan digantikan oleh rezim
yang menamakan diri sebagai “Reformasi
Pembangunan” meskipun demikian seba-
gian besar roh Orde Reformasi masih tetap

Reformasi

berasal dari rezim Orde Baru, namun

sedikit tampak perubahan, yaitu adanya

kebebasan pers dan multi partai.

Dalam bidang pendidikan kabinet
reformasi  hanya melanjutkan program
wajib belajar 9 tahun yang sudah dimulai
scjak tahun 1994 serta meclakukan
perbaikan sistem pendidikan agar lebih
demokratis. Tugas jangka pendek Kabinet
yang paling pokok adalah
bagaimana menjaga agar tingkat partisipasi
pendidikan masyarakat tetap tinggi dan
tidak banyak yang mengalami. putus
sekolah. Dalam bidang ekonomi, terjadi
krisis yang berkepanjangan, beban pemerin-
tah menjadi sangat berat. Sehingga ter-
paksa harus memangkas program termasuk
didalamnya program penyetaraan guru-guru
dan mentolerir -terjadinya kemunduran
penyelesaian program wajib belajar 9 tahun.
Sekolah sendiri mengalami masalah berat
sehubungan  dengan naiknya biaya
operasional di suatu pihak dan makin
menurunnya jumlah masukan dari siswa,
Pembangunan di bidang pendidikan pun
mengalami kemunduran. Beberapa hal yang
menyebabkan  program  pembangunan
pemerintah dalam sektor pendidikan yang
tidak terpenuhi secara maksimal, adalah
sebagai berikut:

1. Distribusi pembangunan sektor pendidi-
kan kurang menyentuh lapisan - sosial
kelas bawah. '

2. Kecenderungan yang kuat pada wilayah
pembangunan yang bersifat fisik mate-
rial, sedangkan masalah-masalah kogni-
tif spiritual belum mendapatkan pos
yang strategis.

3. Munculnya sektor industri yang mem-
bengkak, cukup menjadikan agenda yang
serius  bagi pendidikan Islam di
Indonesia pada masa pembangunan ini.

4. Perubahan-perubahan sosial yang ber-
jalan tidak berurutan secara tertib,
bahkan - terkadang eksklusif dalam
dialektik pembangunan sebagaimana
tersebut di atas.’

Semua 'hal di atas adalah faktor
penyebab dari tidak terpenuhinya beberapa
maksud pemerintah dalam menjalankan
pembangunan - dalam sektor pendidikan
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a, khususnya bagi i
:fna;t memprihatinkan apalagi jika dibi

; . i .
1 begitu saja tanpa upay ki
l].fglgagalan tersebut. Yang harus disa

adalah lembaga pendidikan Islmcl a(ilzléii:
lembaga pendidikan yang men}lh 1}1 e
sangat  besar bagi Jjalannyd
di negeri ini te.rlgpas dari
berbagai anggapan tentang pt-i‘,'lldldlkan yang
ada sckarang, harus diingat bahwa
pendidikan Islam di Indonesia telah banyak
melahirkan putera puteri bangsa yang
berkualitas.””

7. Kekuatan dan keiemahan Pendidikan

Islam

yang
pembagunan

a. Kekuatan

Kekuatan pendidikan Islam sebagai-
mana dtulis HAR. Tilaar,”” dalam era
reformasi dewasa ini, yang sejalan dengan
gelombang demokratisasi di dunia dan di
Indonesia, ketika kita bicara mengenai
tuntutan hak rakyat termasuk di dalamnya
pendidikan, maka demok-rasi hanya akan
lahir dan berkembang apabila rakayat
diberdayakan dan masyarakat ikut serta
didalam memberdayakan dirinya. Pesantren
adalah system pendidikan dan system
kehidu-pan yang lahir dan dibesarkan oleh
masyarakat, yang berarti bahwa pesatren
telah lahir dalam suatu masayarakat yang
demokratis. Apabila dewasa ini, kita
berbicara mengenai inovasi pendidikan
namonal untuk melahirkan pendidikan yang
dikelola oleh masyarakat atau yang disebut
'dengan Community Basid Management
l(CBM), maka pesantren merupakan model
arabic dari pendidkan tersebut.

Kelemahan

Kelemahan pendidikan Islam sebagai-
nanz k'ata Tilaar,® cendrung  kepada
ortodoksi hal ini dapat dilihat bahwa dalam
 Penjalanan sejarah Pesan-tren dan Madrasal
_ .telfah terlempar dari mainstream pendidikan

Ealk pada masa colonial maupun pada pasca
emerdekaan. Pesantren dap Madrasah
tumbuh dan berkkembang dari bawah dan
engan  kemampuan sendiri tengah-

endidikan ini berada dalam kondisj
serba sulit.

Keadaan ini pula yang menjaq;,
Pesantren dan Madarasah bersifat def,,,,
mechanism untuk mengungkung dirj g,
pengaruh luar. Kecurigaan yang berlebipy,
menyebabkan isolasi dan menolak pe,
ubahan. [solasionism 1n1 juga dipefkuat
pula oleh sifat keragaman dari Pesan(re,
dan Madrasah, pengelolaan yang pe.
orientasi kepada masyarakat telah melahjp.
kan keanckaragaman pengelolaan yori
menyulitkan untuk sebuah standardigas;
Sementara dalam tututan dunia moder;
dan globalisasi ~ sandardisasi  mutlak

diperlukan.

Yallg

III. KESIMPULAN

Pendidikan Islam hingga Kini masih
dalam posisi ;Sroblemétik antara deter-
menisme kesejarahan dan ralisme praktis,
disatu sisi pendidikan Islam belum
sepenuhnya bisa keluar dari idealisasi
kejayaan pemikiran dan peradaban islam
masa lalu, sementara di sisi lain dipaksa
untuk menerima tuntutan masa kini,
khususnya yang dating dari Barat, dengan
orientasi praktis progresif.

Pergerakan dan pengembangan politik
pendidikan Islam di Indonesia, telah
mengalami empat masa yaitu masa pra-
kemerdekaan, masa Pemeritahan -Orde
Lama, masa Pemeritahan Orde Baru, dan
masa Pemerintahan Orde Reformasi. Setiap
decade pendidikan Islam pergerakan dan
pengembangannya selalu sejalan dengan
konstelasi politik pada masanya.

Politik pendidikan Islam ke depan
harus tetap berpijak pada Quran dan
Sunnah, bukan pada moderisme Barat dé!
buk.an pula pada ortodoksi masa lalt
Politik pendidikan Islam diarahkan untuk
pemberdayaan umat, membangun keuatan

daya tawar umat, dan membang""
peradaban Islam, .

Catatan Akhir:

"http://www.seri
W & .scribd.com/doc/2911005/
pendidikan-pasca-kemerdekaan

2Ibid

"
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